
 

  

BERITA  NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA  
No.970 , 201 9 KEMENDAGRI.  Nomenklatur . Unit Kerja . 

Sekretariat Daerah . Provinsi . Kabupaten/Kota . 
Pedoman . 

 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 56 TAHUN  201 9 

TENTANG  

PEDOMAN NOME NKLATUR DAN UNIT KERJA  

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN  KABUPATEN/KOTA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA , 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja 

perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan 

fungsi sekretariat  daerah , perlu pedoman nomenklatur 

dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan 

kabupaten/kota ; 

b.  bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 109 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, Ment eri Dalam Negeri menetapkan 

pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah 

provinsi dan kabupaten/kota;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoma n 

Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota.  

 

Mengingat  : 1.  Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia  Nomor 4916);  

2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

3.  Peraturan Pemerintah N omor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);  

4.  Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);  

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN 

NOMENKLATUR DAN UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA . 

 

BAB I   

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1   

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.  

2.  Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu 

gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provin si 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah provinsi.  
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3.  Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur 

pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang me njadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota.  

4.  Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah.  

5.  Menteri adalah menteri yang menyelen ggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri.   

 

Pasal 2   

Nomenklatur sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota 

terdiri atas:  

a. sekretariat daerah provinsi; dan  

b.  sekretariat daerah kabupaten/kota .  

 

BAB II   

TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  

SEKRETARIAT DAERAH PRO VINSI  

 

Pasal 3   

(1) Sekretariat daerah  provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a, diklasifikasikan atas tipe A, tipe B 

dan tipe C . 

(2) Sekretariat daerah provinsi tipe A untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi  sekretariat daerah dengan beban 

kerja yang besar, tipe B u ntuk mewadahi pelaksanaan 

fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang 

sedang, dan tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi  

sekretariat daerah dengan beban kerja yang kecil .  

(3) Penentuan tipe sekretariat daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (1 ), dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan yang 

mengatur mengenai Perangkat Daerah.  
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Pasal 4   

(1) Sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) asisten.  

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling  banyak 3 (tiga) biro.  

(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) bagian.  

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian.  

 

Pasal 5   

(1) Sekretariat daerah provinsi tipe B, terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) asisten.   

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 2 (dua) biro.  

(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) bagian.  

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

paling ba nyak 3 (tiga) subbagian .  

 

Pasal 6   

(1) Sekretariat daerah provinsi tipe C, terdiri atas paling 

banyak 2 (dua) asisten.  

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 2 (dua) biro.  

(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling bany ak 3 (tiga) bagian.  

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian.  

 

Pasal 7   

(1) Asisten pada sekretariat daerah provinsi tipe A dan tipe 

B, terdiri atas:  

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  

b.  Asisten Perekonomian da n Pembangunan;  dan  

c. Asisten Administrasi Umum .  
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(2) Asisten pada sekretariat daerah  provinsi tipe C, terdiri 

atas:  

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  

dan  

b.  Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum . 

 

Pasal 8   

(1) Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat  sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas:  

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;  

b.  Biro Kesejahteraan Rakyat; dan  

c. Biro Hukum.  

(2) Biro pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan  

Sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas:  

a. Biro Perekonomian;  

b.  Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan  

c. Biro Administrasi Pembangunan.  

(3) Biro pada Asisten Administrasi Umum sekretariat daerah 

provinsi tipe A, terdiri atas:  

a. Biro Organisasi;  

b.  Biro Umum;  dan  

c. Biro Administrasi Pimpinan.  

 

Pasal 9   

(1) Biro pada Asisten Pemerintahan dan Keseja hteraan 

Rakyat  sekretariat daerah  provinsi tipe B, terdiri atas:  

a. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan  

b.  Biro Hukum.  

(2) Biro pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan  

sekretariat daerah  provinsi tipe B, terdiri atas:  

a. Biro Perekonomian dan Administrasi  Pembangunan; 

dan  

b.  Biro Pengadaan Barang dan Jasa.  

(3) Biro pada Asisten Administrasi Umum sekretariat daerah 

provinsi tipe B, terdiri atas:  

a. Biro Organisasi;  dan  

b.  Biro Umum.  
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Pasal 10   

(1) Biro pada Asisten Pemerintahan  dan Kesejahteraan 

Rakyat  sekretariat daerah  provinsi ti pe C, terdiri atas:  

a. Biro Pemerintahan, Perekonomian dan 

Kesejahteraan Rakyat; dan  

b.  Biro Hukum.  

(2) Biro pada Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum 

sekretariat daerah provinsi tipe C, terdiri atas:  

a. Biro Organisasi; dan  

b.  Biro Umum . 

 

Pasal 11   

Tugas, fungsi, dan strukt ur organisasi pada sekretariat daerah  

provinsi tercantum dalam Lampiran  yang  merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 12   

(1) Gubernur dapat melakukan pengurangan  jumlah biro, 

bagian dan sub bagian pada masing -masing asisten 

sekretariat dae rah provinsi sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 8  sampai dengan Pasal 10, sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah .  

(2) Gubernur dapat melakukan penyesuaian nomenklatur, 

pembagian tugas dan fungsi biro, bagian dan subbagian 

pada masing -masing  biro sekretariat daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 8  sampai dengan 

Pasal 10 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

(3) Gubernur dalam melakukan pengurangan dan 

penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 

ayat (2), setelah mendapat persetujuan tertulis dari 

Menteri melalui Sekretaris Jenderal.  
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BAB III   

TIPE, SUSUNAN ORGANI SASI, TUGAS DAN FUNG SI 

SEKRETARIAT DAERAH K ABUPATEN/KOTA  

 

Pasal 13   

(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf  b, diklasifikasikan atas 

tipe A, tipe B dan tipe C .  

(2) Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A untuk 

mewadahi pelaksanaan fungsi  sekretariat daerah dengan 

beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban 

kerj a yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi  sekretariat daerah dengan beban 

kerja yang kecil .  

(3) Penentuan tipe sekretariat daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah  yang 

mengatur mengenai Perangkat Daerah.  

 

Pasal 14   

(1) Sekretariat daerah  kabupaten/kota  tipe A, terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) asisten.  

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 4 (empat) bagian.  

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian.  

 

Pasal 15   

(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota  tipe B, terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) asisten.  

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) bagian.  

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian.  
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Pasal 16   

(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota  tipe C, terdiri atas 

paling banyak 2 (dua) asisten.  

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) bagian.  

(3) Bagian sebagaimana dim aksud pada ayat (2) terdiri atas 

paling banyak 3 (tiga) subbagian.  

 

Pasal 17   

(1) Asisten  pada Sekretariat daerah  kabupaten/kota  tipe A 

dan tipe B, terdiri atas:  

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  

b.  Asisten Perekonomian dan Pembangunan;  dan   

c. Asisten Administ rasi Umum .  

(2) Asisten  pada Sekretariat daerah kabupaten/kota  tipe C, 

terdiri atas:  

a. Asisten Pemerintahan  dan Kesejahteraan Rakyat ; 

dan  

b.  Asisten  Administrasi Pembangunan  dan Umum . 

 

Pasal 18   

(1) Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat  Sekretariat daerah  kabupaten/kota  tipe A, terdiri 

atas:  

a. Bagian Tata Pemerintahan ;  

b.  Bagian Kesejahteraan Rakyat ;  

c. Bagian Hukum ; dan  

d.  Bagian Kerja  Sama . 

(2) Bagian pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan  

Sekretariat daerah  kabupaten/kota tipe A, terdiri atas:  

a. Bagian Perekonomian ; 

b.  Bagian  Administrasi Pembangunan ;  

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ; dan  

d.  Bagian Sumber Daya Alam.  

(3) Bagian pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat 

daerah  kabupaten/kota tipe A, terdiri atas:  

a. Bagian Umum ; 
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b.  Bagian Organisasi;  

c. Bagian  Protokol dan Komunikasi P impinan ; dan  

d.  Bagian Perencanaan dan Keuangan .  

 

Pasal 19   

(1) Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat  Sekretariat daerah  kabupaten/kota tipe B, terdiri 

atas:  

a. Bagian  Pemerintahan ;  

b.  Bagian Kesejahteraan Rakyat ; dan  

c. Bagian  Hukum . 

(2) Bagian pada Asisten Pe rekonomian dan Pembangunan  

Sekretariat daerah  kabupaten/kota tipe B, terdiri atas:  

a. Bagian Perekonomian  dan Sumber Daya Alam ;  

b.  Bagian Administrasi Pembangunan ; dan  

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.  

(3) Bagian pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat 

daerah  kabupaten/kota tipe B, terdiri atas:  

a. Bagian Umum ;  

b.  Bagian Organisasi ; dan  

c. Bagian  Protokol dan Komunikasi Pimpinan . 

 

Pasal 20   

(1) Bagian pada Asisten Pemerintahan  dan Kesejahteraan 

Rakyat Sekretariat daerah  kabupaten/kota tipe C, terdiri 

atas:   

a. Bagian  Pemerintahan ;  

b.  Bagian Perekonomian  dan Kesejahteraan Rakyat ; 

dan  

c. Bagian Hukum .  

(2) Bagian pada Asisten  Administrasi Pembangunan  dan 

Umum  Sekretariat daerah  kabupaten/kota tipe C, terdiri 

atas:  

a. Bagian Administrasi Pembangunan ;  

b.  Bagian  Organisasi ; dan  

c. Bagian Umum . 
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Pasal 21   

Tugas, fungs i, dan struktur organisasi pada Sekretariat 

daerah  kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang  

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini.  

 

Pasal 22   

(1) Bupati/wali  kota  dapat melakukan pengurangan  jumlah 

bagian dan sub bagian pada masing -masing as isten 

sekretariat daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam  Pasal 18  sampai dengan  Pasal 20, 

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah .  

(2) Bupati/wali  kota  dapat melakukan penyesuaian 

nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi bagian da n 

subbagian pada masing -masing bagian sekretariat daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 18  

sampai dengan  Pasal 20 dan pada ayat (1) sesuai  dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

(3) Bupati/wali kota dalam melakukan pengurangan d an 

penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), setelah mendapat persetujuan tertulis dari 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.   

(4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak 

memberi kan persetujuan tertulis kepada 

kabupaten/kota,  Menteri melakukan fasilitasi 

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(5) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaporkan 

hasil persetujuan tertulis sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal 

paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 

diberikannya persetujuan tertulis.   

(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

digunakan sebagai bahan penyusunan standar 

kompetensi  jabatan dan penataan nomenklatur jabatan 
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pelaksana.  

 

BAB IV   

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

 

Pasal 23   

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah 

melakukan pembinaan secara umum kelembagaan 

sekretariat daerah provinsi.   

(2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal  melakukan 

pemb inaan secara teknis  kelembagaan sekretariat daerah 

provinsi.  

(3) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan 

pengawasan kelembagaan sekretariat daerah provinsi.  

(4) Gubernur melakukan pembinaan  dan pengawasan  

kelembagaan sekretariat daerah  kabupaten/kota .  

 

BAB V   

KETENTUAN LAIN -LAIN  

 

Pasal 24   

Ketentuan mengenai nomenklatur dan unit kerja sekretariat 

daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan 

Provinsi Papua Barat  berpedoman pada peraturan perundang -

undangan yang secara khusus mengatur keistimewaan dan 

kekhususan Daerah.  

 

BAB VI   

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 25   

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 

melakukan penyesuaian nomenklatur  dan unit kerja 

sekretariat daerah paling lama akhir Bulan Desember Tahun 

2019.  
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Pasal 26   

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republ ik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 16 Agustus 2019  

 

MENTERI DALAM NEGERI  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd  

 

     TJAHJO KUMOLO  

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal  26 Agustus 2019  

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DA N HAK ASASI MANUSIA   

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd  

 

WIDODO EKATJAHJANA   
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